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FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR

A. NU dan Masalah Ijtimaiyah

Nahdlatul ulama’ (NU) didirikan pada 31 Januari @22eh sejumlah tokoh
ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. PemkemtNU tidak lepas dari
bentuk reaksi defensif terhadap berbagai aktivikebompok reformis dan
kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerajalitik.* Kelahiran NU
merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang meyapumata rantai hubungan
dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialangdaamdonesia sebelumnya,
dengan latar belakang tradisi keagamaan, masasadl politik, dan kultural yang
terjalin dalam suatu keterkaitan.

Secara umum, para ulama NU mempunyai pandangan tdmatisi
keagamaan yang berlandaskahl al-sunnah wa al-jama’ah (aswajay
Pembentukan NU juga tidak lepas dari upaya memipemt@an sekaligus
mengembangkan paham keagamaan aswaja. Bagi kyaiablvgja tidak saja

sebagai pembeda dari kelompok reformis, namun meéakiae dengan kelompok

! Martin van BruinessenNU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Bar
Yogyakarta: LKiS 1994, him. 17

2 KH Sahal Mahfudh mengatakan pemikiran aswaja diirketika terjadi friksi-friksi umat
Islam, di mana perbedaan politik kemudian dikemarsgdn cover akidah dan saling mengklaim
sesama muslim dengan kafir dan bersifat fataligtda satufirgoh dari tabi'in yang kemudian
berfikiran sejuk, moderat, tidak terlalu ekstrimndadak mau terseret terlampau jauh dalam
aktivitas politik praktis fawazun. Kelompok ini juga tidak mudah mengkafirkan orang
aktivitasnya lebih bersifat kulturalta(adul atau seimbang damsamuhatau toleran). Sejak saat
inilah, aswaja dimulai. Selengkanya baca, KH MA &aWlahfudh,Dialog Problematika Umat,
Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2010, him 373.
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Islam-moderrf. Dalam bidang hukum Islam, NU menganut ajaran sakzi
madzhab empat, meski dalam prakteknya banyak metngikadzhab Syafi'i,
bidang tauhid menganut ajaran Iman Abu Hassan Alakisdan Imam Abu
Mansur al-Maturidi dan bidang tasawuf menganut dagaan Imam Abu Qosim
al-Junaid dan Abu Hamid al-Ghazali.

Ketika didirikan, NU merupakajam’iyah diniyah(organisasi keagamaan).
NU mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagiiagesayap tradisionalis
Islan? dengan menangkis serangan kaum reformis sebatjabidfah dengan
mewarisi cara dan ilmu para ulama untuk menafsikgat-ayat suci al-Quran
dan Hadit®. NU menetapkan diri menjadi pengawas tradisi dengan
mempertahankan ajaran keempat madzhab.

Mengenai reaksi atas paham modernis, Martin vamnBssen menemukan
suatu kenyataan yang berbeda dan kaum modernispeiabaru tidak selalu
merupakan pemikir muslim paling progresif di Indsiae Banyak diantara mereka
(kaum modernis) yang sudah memegang teguh paradgignagigma Hasan al-
Bana, Sayyid Qutn dan Abul-A’la Maududi. Van Brussen seringkali bertemu

dengan orang-orang muda berlatar belakang pesapéneg secara intelektual

® Mengenai hal ini Abdurrahwan Wahid pernah memhagidin sikap kegamaan golongan
tradisional NU dengan golongan reformis (moderndgilam memandang kehidupan dunia.
Menurutnya, kelompok reformis menganggap bahwa dkgisin dunia mempunyai timbangan
sama dalam pandangan agama. Pada kalangan tratlisl@mpunyai arti lain, persambungan
vertikal dan hal-hal duniawi hanyalah persiapamkebagi kehabagiaan kekal di alam baka nanti.
Baca, Einar M SitompulNU dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU dalam &argan Umat
Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Panaasiibagai Satu-Satunya Asdskarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1989, him. 144

* Zamakhsyari DhofierTradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan HidumiKgan
Visinya Mengenai Masa Depan IndoneSamarang: Sultan Trenggono Press, 2011, him. 212

® Rozikin DamanMembidik NU: Dilema percaturan Politik NU Pasca Kah Nahdlatul
Ulama dan Perkembangannyéogyakarta: Gama Media, 2001, him. 45

® Andree FreillardNU via a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makviogyakarta,
LKiS, 2009, him. 12
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berfikiran lebih terbuka dan lebih besar rasa inghunya ketimbang kebanyakan
modernis yang dikenalnya.

Dalam perkembangannya, keberadaan NU tidak lepasadanya pondok
pesantren. Ponpes dijadikan ajang menimba iimWk Baiu keagamaan, ilmu
kemasyarakatan, maupun ilmu bertawadhu’ kepadasasg NU bukan sekedar
organisasi. la menjadi ruh bagi sebuah kultur (kesdisi) yang berpedoman
pada tradisi toleran(tasamuh) keseimbangaftawazun)dan berlaku adil
(tawasuth).NU pun terus memupuk seseorang menjadi pribadj yenmartabat,
menjadi pribadi yang modert.

Para kyai berpedoman setelah nabi wafat, sahalztddalah penerjemah
al-Qur'an dan hadits yang terpercaya, kemudianudiipara tabi'in (pengikut
sahabat) dan kemudian ulama besar berikutnya. étakhut didasarkan pada
pernyataan KH Hasyim Asy’ari:

“Sesungguhnya umat Islam telah sepakat dan semhgibikvasanya untuk dapat
memahami, mengetahui dan mengamalkan Syariat Adalam dengan benar,
harus mengikuti orang-orang terdahulu. Para tabi'idalam menjalankan syari’at
mengikuti atau berpegang pada amaliah para salRdmilullah. Sebagaimana
generasi setelah tabi'in mengikuti para tabi'infiabmaka setiap generasi selalu
mengikuti generasi sebelumnya. Akal yang waras mekkan kebaikan sistem
yang demikian ini. Karena syariat agama Islam tidapat diketahui kecuali,
dengan jalan memindahkan dari orang yang terdattahu mengambil pelajaran,
ketentuan atau patokan dari orang-orang yang tehaat.”

Para kiai berpendapat usaha mengejar kemajuan tdaks dilakukan
dengan membuang tradisi keagamaan yang benar.nk@agkhawatirkan jika
menafsirkan al-Qur’an dan hadits jika hanya menpeutdapatnya sendiri. Dalam

mencari rumusan hukum, kyai berkonsultasi dengadageat ulama ahli madzhab

" Martin van Bruinesser@p.Cit, him. 12
8 Abu RokhmadNU, Politik dan Tradisi Semarang: Rasail, 2010, him. 157
9 zamakhsyari DhofietQp.Cit.,him 214
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dalam memahami Qur'an dan hadits, bukan semata-kedtalehan atau tidak
para sarjana Islam melakukan ijtiiddPara kyai ingin sekali menegaskan jika
transmisi pengetahuan agama Islam tidak bolehtigspu

Para kyai menganjurkan santrinya agar mempelajariat Islam sedalam-
dalamnya, tetapi dari diharuskan bersumber damalgang saha(thoritatif).
Mereka yang dapat mencapai pengetahuan yang toljgm masalah syariah
tidak diperkenankan melakukan taklid, sedangkani bgamng pengetahuan
agamanya rendah adalah lebih baik menerima taghd yentunya harus disertai
pada ulama yang otoritatfit.

Soal ketentuan ijtihad dibagi menjadi dua macanknigtihad fardi dan
ijtihad jama'i. ljithad fardi yakni ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid
dengan tidak membutuhkan kesepakatan banyak maijgiafem membahas suatu
masalah. Sementaigthad jama’i adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara
mendapatkan kesepakatan pada setiap atau selujtahithali suatu zaman.

Dalam praktek berijtihad, ada ketentuan atau prasgang harus dilewati.
Pertama ijtihad dilakukan dengan mejih gaul-gaul ulama salaf, baik secara
perorangan maupun kolektifKedua ijtihad madzhab yakni ijtihad yang
menggunakan seperangkat metodologinbath hukum yang dilakukan mazhab
salaf Ketiga bila tidak diketemukan tarjih maupun madzhab, anditakukan

ijtihad mutlakjama’i.

10 jjiihad juga diartikan sebagai usaha maksimal bd@nanggung beban yang berat atau
mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkantsedaa tidak direalisasikan kecuali
dengan berat dan kepayahan. Selengkapnya baca, Yfahya, Dinamika ljtihad NUY Semarang:
Walisongo Press, 2009, him. 20

11 Zamakhsyari DhofietQp.Cit, him. 215
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Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Imam Yahya memkan suatu
bentuk ijtihadintiqai (tarjin) dan ijtihadinsya’i (ibtida). Ijtihad intigai adalah
ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompakguntuk memilih pendapat
para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masatatentu, kemudian dari
beberapa masalah tersebut dipilih mana yang menapualasan paling
argumentatif sekaligus mempunyai akselerasi dengandisi masyarakat
kontemporer. Sedangkan ijtihadhsya’i adalah usaha untuk mengambil
kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiva bgang belum pernah
diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih terdahdlu.

Seiring perkembangan waktu, masalah-masalah kowi@mp selalu
menyisakan masalah pelik yang wajib dijawab, saatunya masalah korupsi.
Dalam ketentuan fikih klasik, korupsi tidak mempanyadanan yang pasti.
Tiadanya padanan kata mengakibatkan sanksi jugauanemoblematik. Jika
korupsi disamakan pencuri, koruptor hanya dipotdaggan, begitu juga
dipersamakan dengan yang lain.

Sanksi hukuman mati yang diwacanakan PBNU merupakaatu ijtihad
kolektif dan merupakan satu langkah yang cukup nesifj dengan usulan
hukuman mati. Hukum Islam memberikan peluang kepadat untuk mengurai
problematika hukum kontemporer. Harapannya, masakdalah kontemporer

menemukan jawabannya.

2 |mam YahyaQp.Cit, him. 25-26
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B. Metode Istinbar Hukum Bahtsul Masail NU dalam Bidang Wagi'iyyah

Nahdlatul ulama mempunyai cara tersendiri dalamgaeibilan istizbar
hukum. Katastizbar sendiri berasal dari katstinbara yang berasal kata dagza-
ba-~a yang berarti menemukan, menciptakan dan mengeluatda sumberny&
Istinbarbisa diartikan sebagai upaya mengeluarkan hukuim digri al-Qur'an dan
as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai alama ushul, sehingga istilah
istinbar identik dengan ijtihad? Metode istiibar merupakan entitas terpenting
terhadap penerapan produk hukum yang nantinya itkhas Para ulama
merincikanistinbar hukum menjadi dalil-dalil yang menjadi dasar dantade
penetapan hukunadillat al-azkam).

Pengelolaan masalah-masalahbudiah akhlak, syariah dan lain-lain
dibahas dan disasar oleh NU di bawah naungan LemBabtsul Masail (LBM).
Lembaga inilah yang memberikan fatwa hukum keagankepada umat Islam
yang didasarkan pada pasal 16 butir F Anggaran rDdesa Anggaran Rumah
Tangga NU. Lembaga ini bertugas menghimpun, menshadten memecahkan
masalah-masalah yanmaudqif dan wagi'iyah (kejadian) yang segera harus
mendapat kepastian hukum.

Fatwa yang dihasilkan NU berbentuk fatwa kolekiérjalan dengan pola

pendiskusian masalah bersama beberapa pakar, hinggaapai kesepakatan

13 Ahmad Warson MunawwirAl-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, eds. II,
him. 1379

4 Imam YahyaQOp.cit, him. 47 Istinbar diartikan pengeluaran hukum dari dalil-dalil nash,
sementara ijtihad diartikan upaya yang sungguh-guimguntuk mencapai sesuatu, biasanya
dilakukan untuk maksuittinbar. Lihat Ahmad GunaryoPergumulan Politik dan Hukum Islam,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, him. 387

!5 |ihat Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga NU,aB&m: Pustaka al-Alawiyah,
1994, him. 3 atau lihat juga Imam Yahp.Cit.,him. 39-40
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hukum {ttifaq hukum). ktinbahukunt® NU dilakukan tidak dengan mengambil
hukum secara langsung dari Al-Quran dan Hadits|amkan mentathbigkan
secara dinamis nash-nash fugolsyafi'iyah) dalam konteks permasalahan yang
akan dicari hukumnyalstizbasr hukum langsung menuju al-Qur'an cenderung
pada pengertian ijtihad mutlak, yang mana bagi aldt tidak bisa dilakukan
kecuali oleh muijtahid’ Istirbar dalam batas madzhab lebih praktis dan dapat
dilakukan oleh semua ulama NU yangmampu memahiauiat (uraian) kitab-
kitab fikinh.*®

Dalambahstul masa’ilulama’ NU mengarahkan pengambilan hukum pada
pendapat-pendapat mujtahicagval al-mujtahidin). Jika pendapat mujtahid
mengadungjaul manis (pendapat berdasaasheksplisit) itulah pendapat yang
dipegangi. Jika tidak ditemukan, beralih pagul muikharaj Kemudian jika
masih terjadi perbedaakh(laf), diambillah pendapat paling kuat sesuai dengan
penarjihan ahli tarjih. Penentuan tidak melupakhajjiyah (kebutuhan),
tahsiniyah (kebagusan), maupurdharuriyah (darurat). Metodologi yang
digunakan untuk memperkuat masaléiru’iyah merujuk pada kitab fikih
Syafi'iah. Dalam perkembangannya, muncul masalahmaistiwa hukum yang

belum terakomodasi teks-teks fikih, maupun dalatabkkuning. Cakupabahtsul

16 KH Sahal Mahfudh berpendapat bahwa kétiabas hukum di kalangan ulama NU tidak
begitu populer karena identik dengan ijtihad mutyakg sulit untuk dilakukan. Para ulama NU
lebih suka memakai katiahtsul masa’ildalam membahas masalah-masaiayi’iyah melalui
referensi knaraji’) kutub al-fugoha’.

17 Ada pembagian atau tingkatan ulama’ fikih, yaknMuijtahid Mustagil, (Imam Syafii,
Maliki, dan lain-lain), 2) MujtahidMuntasib (Imam al-Muzani), 3)Ashhabu al-Wujutseperti
Imam al-Qaffal, 4) Mujtahid fatwa seperti Imam Nawadan Imam Rofi'i, 5) pemikir yang
mampu menarjih antara pendapat dua imam yang kerbegerti al-Asnawi, 6) &dlamatu al-Figh
yakni ulama-ulama yang mengusajwal (pendapat-pendapat) para imam. Lihat KH MA Sahal
Mahfudh,Nuansa Figih Sosialyogyakarta: Lkis, 2007, him 30-31

¥ pid., him. 24-25
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masa’il kemudian diperluas hingga pada cakupan pengembapganikiran
keislaman dan kajian-kajian kitab, tidak terbataslgp halal-haram, boleh-tidak
boleh® Forumbahtsul masaikendiri berpegang pada dua prinsip, yakni prinsip
graduasi pengambilan hukum dan orientasi kepadanaaé’

Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasionah Allama (Munas)
NU tahun 1992 di Lampung dan Hasil Muktamar NU XX¥l Boyolali
menjelaskan soal metode pengambilan keputusan hukomtama dalam masalah
diniyah wagqi'iyyahsebagai berikut:
1. Kerangka analisis masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, bahtsullmasapergunakan

kerangka pembahasan masalah, antara lain:

a. Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus)jaditidari berbagai
faktor, antara: ekonomi, politik, budaya, sosiai tinnya.

b. Analisa dampak (dampak posisitif dan negative yditgnbulkan oleh
suatu kasus yang ditimbulkan oleh suatu kasus ysedpng dicari
hukumnya) juga ditinajau dari berbagai aspek, artn: sosial ekonomi,
sosial budaya, sosial politik, dan lainnya.

c. Analisa hukum (keputusabahtsul masailtentang suatu kasus setelah
mempertimbangkan berbagai bidang), di samping mempg®Engkan

hukum Islam juga mempertimbangkan keputusan yufadisal.

Y pid., him. 25-27

% Lihat A Malik Madani, Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Rehts
Masa'il Nahdlatul Ulama,atau Muhammad Suhaidi RByU dan Transformasi Keaswajaan:
Revitalisasi Gerakan Pembebesan Sosial NU dalambdesayakan Umat secara Kaffatialam
Haris Muchit, dkk, edsSarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Kemekiaan,
Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur, 2008,./86
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2. Prosedur penjawaban

Keputusan bahtsul masa’il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka

bermadzhab kepada salah satu madzhab yang disegakatengutamakan

bermadzhab secagauli. Prosedur penjawaban disusun dalam urutan sebagai

berikut:

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibditab kutubul

madzahib al-arba’ahdan di sana hanya terdapat satu pendapat, maka

dipakailah pendapat tersebut.

b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibkitab dan di sana

terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakuiamir jama’iy untuk

memilih salah satu pendapat. Pemilihan bisa dilakudebagai berikut:

1) Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahahatdaniang

lebih kuat.

2) Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputomsstamar |

tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan deagamemilih:

Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (an-Mavean al-
Rafi’i)

Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi

Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi’i

Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama’

Pendapat ulama’ yang terpandai

Pendapat ulama’ yang paling wara’.
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3) Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-kRktan menurut
madzhab yang bersangkutan.

c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikanef@sayan, maka
dilakukan proseduilhaqul masail bi nazhairihasecarajama’iy. llhaq
dilakukan dengan memperhatikamulhaqg mulhaq bihdan wajar ilhaq
olehmulhigyang asli.

d. Dalam kasus yang tidak mungkin dilakukbraq, maka dilakukamstizibar
jama’iy dengan prosedur bermadzhab secaranhaji yakni dengan
mempraktekkamgawa'id ushuliyyaloleh ahlinya.

Penyelesaian masalah diniyah wagi'iyah di lingkun§lJ lebih ditempuh
dengan bermadhab secagawli. Ketika cara tersebut tidak mencukupi untuk
menuntaskan permasalahan, maka ditempuh bermadebatamanhaji

Adapun alur pembahasan masalah diniyyah wagiiygiatingkungan NU
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan masalakvaqi'iyyah dari tingkatan organisasi dibawahnya,
perorangan atau kelompok masyarakat.

2. Masalah yang diajukan biasanya sudah pernah dilddlasn forum bahtsul
masail di tingkat bawah, namun belum terpecahkaau@uf atau belum
terjawab dengan jawaban yang memuaskan.

3. Identifikasi dan penyeleksian masalah guna mendah memilah masalah

yang akan dibahas dalam majelis pembahasan.
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4. Pembahasan masalah dengan merujuk pada kitab-kitzdik maupun
mu’asharahyang ditulis oleh ulama’ madzhab empat, khususmgalzhab
Syafi'i.

5. Penjawaban masalah beserta argumentasi dan kijakamaya dipandu
pimpinan sidang dan pengawasan tim perumus danrdewa/.

6. Pemimpin sidang menyimpulkan rumusan  jawaban sbsuda
mempertimbangkan hasil analisa jawaban oleh teanmpes dan selanjutnya
ditawarkan kepada peseliahtsul masaiguna mendapatkan persetujuan.

7. Rumusan jawaban sedapat mungkin dilengkapi dengiradQur’an beserta
tafsirnya dan al-Hadits beserta syarahnya.

8. Rumusan jawaban yang telah mendapat persetujuardiadintakantashi’

dari dewartaghi/ terdiri dari para ulama/kyai di jajaran syurfah.

. Pandangan NU tentang Korupsi

Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan tersendiriatiap korupsi yang
didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan pahganaan kekuasaan atau
wewenang yang bertujuan untuk menguntungkan dmilisedan atau kelompok
yang merugikan negara, orang banyak (rakyat), deakgain®? Korupsi adalah
sebuah bentutasarruf yang merupakan pengkhianatan atas amanat yangaiem

dan dapat merugikan publik secara finansial, moralpun sosial, dan korupsi

%L Rumusan ini dijelaskan oleh pimpinan Lembaga Bahasail NU wilayah Jawa Timur
atau selengkapnya lihat http://hujjahnu.blogspot/@®913/01/metode-istba-dalam-bahstul-
masail.html disalin pada hari Minggu, 28 April 2013

22 gelengkapnya lihat dalam lampiran keputusan BaMasail Nasional “Membangun
Fikih Anti Korupsi” dalam AS Burhan, dkkKorupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar
Membangun Fikih Anti Korupsiakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004, Alii.
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sebagai sebuah tindakan yang menyalahi hukum danpaien pengkhianatan
atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian piiblik

Menurut pengertian di atas, setidaknya NU menggawshi pada dua hal.
Pertama tentang pengkhianatan dan penyalahgunaan weweataaghn amanat
kekuasaan yang diberikan banyak orang (amanat k)ubfiedug berkaitan
dengan hal atau amanat yang menyangkut harta yanijkd rakyat (harta
publik). Kata “amanat” atau dapat dipercaya adddavan dari khianat. Amanat
terbagi menjadi dua, amanat individan{anat fardiyyah dan amanat umum
(amanat ‘ammajj keduanya memiliki saling keterkaitan.

Seorang yang menerima amanat harus melaksanakana@ardangan
mengembalikannya seperti semula. Amanat publik yaiigerikan kepada
seseorang harus dikembalikan kepada masyarakatpaekesejahteraan
kehidupan. Pengesampingan terhadap amanat bisaegbkzasikan sebagai
bentuk korupsi. Dalam Islam, jabatan publik mer@gakugas besar untuk
menyejahterakan kehudupan masyarakat yang haralssadilakan dengan cara-
cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang kangpsi, baik melalui
kebijakan maupun menyalahgunakan harta publik, rthetalah melakukan
pelanggaran dua hak, hak manusia atau masyarakat g@impinnya laq
‘adami) dan hak Allahlgaqg Allal.

Pengelolaan harta publik baik manakala realisasng@earannya

mencerminkan kepentingan umum, terutama kepentingalompok lemah.

% Bambang Widjoyanto, dkk, edsKorupsi Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulamdakarta: Mizan, 2010, him. 127-128
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Dalam Islam, harta publik tidak saja mencakup kgaannegara, melainkan

segala bentuk keuangan yang melibatkan hak oramgk&’

NU merumuskan kejahatan terhadap harta benda sgshlaorupsi, yaitu
sebagai berikut:

1. Dari sisi mengambil harta orang atau orang lainasedidak sah, korupsi
sangat dekat dengan pencuriasarigal), namun korupsi lebih dahsyat
daripada pencurian, karena: 1) pencurian hanya HMitgkukan secara
sembunyi-sembunyi, sedangkan korupsi dapat dilakukacara terang-
terangan; 2) pencurian tidak selalu berkaitan deriggpercayaan (amanat)
publik pemilik harta pada pencuri, sedangkan kdrepklu berkaitan dengan
kepercayaan pemilik harta (publik); 3) harta yangud boleh jadi harta
pribadi maupun publik, sedangkan harta yang diksirygasti harta publik,
sehingga harta yang dikorup lebih besar daripad#a hgang dicuri dan
dampaknya pun lebih massif; 4) harta yang dicudiapamumnya adalah harta
yang berada di tangan orang lain, sedang harta gégupsi berada di
bawah kekuasaan si koruptor.

2. Dari sisi kekuasaan, korupsi sangat dekat dengam @aywal).

3. Datri sisi penggelapan harta publik, korupsi deletiganghulul, baik sama-
sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut hartek psdtta bisa dilakukan
oleh pihak yang berada di dalam maupun di luar &s&an.

4. Dari segi dampak, korupsi sangat dekat dengaambah yakni sama-sama

termasukfasad yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik.ddinadalam

2 bid., him 116-117 dan 119.
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bentuk garu al-rariq atau sarigah kwra (pencurian besar), korupsi
mengancam harta sekaligus jiwa banyak orang. Komipsscayakan sama
denganhirabah yakni memerangi Allah dan Rasulnya, karena karjgtas-
jelas menyalahi perintah Allah dan Rasulnya.

Korupsi dalam bentukirabah atau bentulgar'u al-zariq dikategorisasi
dalam hal: 1) mengancam jiwa dan harta orang bafpiik) karena korupsi
dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, dan miaanjagiasyarakat rentan
terhadap berbagai bentuk penyakit; 2) menimbullemdakan di muka bumi,
karena korupsi menimbulkan kehancuran dan kerud&syat yang harus
ditanggung masyarakat, seperti rusaknya lingkunidek tegaknya hukum.

Korupsi diyakini mempunyai dampak lebih dahsyatipiata hirabah
dalam bentukjar'u al-rariq dikarenakan sebagai berikut:

a. jiwa yang terancam oleh tindakan korupsi jauh ldédzhyak
b. harta yang diambil melalaui korupsi jauh lebih bany
c. dampak yang ditimbulkan jauh lebih magsif.

Sekali lagi, korupsi merupakan kejahatan multi kteke, meski terkesan

hanya persoalamaliyyah(harta benda). Korupsi melibatkan orang berkuasg,

hal-hal yang berkaitan akibat kekuasaannya. Derdgnikian, korupsi terus

berkembang baik jenis, modus operandi, motif, petakupun polanya.

Dampak kejahatan korupsi secara serius mengakib&tkaisakan pada diri

manusia, karena korupsi menempatkan manusia sebagda yang semestinya

berada di bawah kontrol. Korupsi juga merusak sistekonomi, politik,

% bid., him 127-133
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lingkungan kehidupan manusia dan merusak kesejafitemanusid® Korupsi

dalam Islam melanggar prinsip dasar yang liat&glliyyat al-khamg

1. Hifz al-din, yaitu menjaga agama dari kemusyrikan, kekufudam segala

3.

bentuk kerusakan akidah. Korupsi merupakan wujuthikgkalan akidah dan
kerendahan iman dan ketakwaan seseorang. Korugahimk@n kerusakan
akidah dalam bentuk memakan barang bathil yangaditaoleh Allah.

Hifz al-nafs yaitu menjaga kehidupan dan jiwa raga. Korupssabi
menyebabkan lahirnya kebijakan publik yang berdaignpada kapitalis, atau
hanya menguntungkan pemodal kuat, sehingga keriskisemakin
merajalela dan biaya hidup menjadi semakin sutiggi. Korupsi dalam
bentuk menjual aset negara secara liar, seperjugaen kayu ilegal dan
penyelundupan BBM dapat menyebabkan petaka yangifddermasif.

Misalnya, bencana alam dan tidak terjadinya kekanuldasar hidup.
Sumbangan korupsi terhadap bencana alam dapat ddipgn sebagai
pembunuhan massal, karena dapat mengakibatkanrkbdyacana alam itu
yang tidak meninggal langsung karena bencana mitmdezlaparan dan
rentan terhadap penyakit yang bisa membuat merekinggal dunia.

Hifz al-nasl| yaitu menjaga keturunan. Budaya korupsi mengankaalitas

manusia menjadi hancur kualitas kemanusiaanyan&egta diperbudak oleh
harta benda dan bersedia melakukan apapun deminpéare kebutuhan

materi. Model seorang seperti ini kesadaranya di&u@enuh oleh harta

% ihat Ahmad Fawa’id dan Sultonul HudBU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan

Fikih, Jakarta: TK GNPK NU dan Kemitraan Partnership,6200m. 69
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benda, tidak peduli resiko untuk membesarkan darawag anak keturunanya

dengan harta haram.

4. Hifz al-mal, yaitu menjaga harta benda dan kekayaan yangaiighesecara

sah. Korupsi jelas mengancam harta masyarakat, Hemita publik secara
langsung maupun harta pribadi.

Hifz al-‘agl, yaitu menjaga akal. Sistem yang korup dapat miesiykan
manusia cerdas menjadi tumpul pikiranya dan aketega menjadi tercemar,
orientasi hidup mudah dipalingkan pada hal-hal ylegifat duniawi, sesaat,
dan pragmatis. Kesuksesan tidak lagi didasarkaa gaghuh mana manusia
mampu mendayagunakan akal-budinya, melainkan safdiae mereka dalam
mengapai kehidupan yang mapan secara ekonomisj kesslksesan dicapai
melalui berbagai cara-cara ilegal.

Korupsi secara jelas melanggar seluruh prinsip hoakm Islam tentnag

pembangunan kehidupan bersama atau kehidupan pdhljgian syariat Islam

bisa tercapai ketika ada dukungan terhadap prpisip-prinsip moral Islam

tersebut. Bentuk pelanggaran korupsi sebagai keriku

1.

Pelanggaran terhadap komitmen kejujuran. Korupshggenakan harta
publik tidak sesuai peruntukannya, baik untuk képgan pribadi maupun
kelompok. Harta hasil korupsi diklaim harta pribdalikan harta publik.

Pelanggaran terhadap komitmen amanat. Korupsi dierjéantaran

penyalahgunan wewenang, yakni mengunakan wewenang dilekatkan

27 ihat Abu Hasan Ibrahim al-Syathildl-Muwafaqat fi Ushul al-FighBeirut: Dar al Fikr,

1969, sebabagaiman dikutip Ahmad Fawa'id dan Sultétuda, NU Melawan Korupsilbid.,
him. 98-102
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pada dirinya yang diperuntukkan untuk kesejahtenaalolik, bukan untuk
menyejahterakan diri sendiri atau kelompoknya.

3. Pelanggaran terhadap komitmen keadilan. Korupsiapet ketidakadilan
laiknya memakan harta masyarakat yang bukan memhjakinya miliknya.
Ketidakadilan akibat korupsi dapat muncul melalegulasi sistem hukum
yang tidak memihak pada kebenaran. Sistem hukumima&npada orang
mampu “membeli” putusan pengadilan dan seluruhj&kdin-kebijakan yang

mementingkan kolompok pemilik modal dan merugikasyarakat miskin.

Dengan demikian, secara prinsip NU sangat menenpaaktik korupsi
yang kian berjalan subur di negeri ini. Orang yanglakukan korupsi dalam
pandangan NU telah melanggar dua hak, hak Allahhd&nmanusia. Sehingga,
baginya layak dibebani hukuman karena telah melnyggk dan menentang
kewajiban sebagai manusia. Perampasan hak Allahhd&nmanusia tersirat
dalam rumusan definisi yang menyebut korupsi seld@gstuk penghianatan atas
jabatan yang diemban dan telah mengusik kehidupdatikpyang layak untuk

hidup, baik secara finansial, moral maupun sosial.

. Hasil Bahtsul Masail NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor
Musyawarah Alim Ulama’ (Munas) dan Konferensi Be@&onbesj® NU

yang digelar tanggal 14-17 September 2012 di PonBekantren Kempek

2 Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum yang nietang masalah-masalah sosial
keagamaan, dengan syuriah PBNU sebagai penyelemygarMunas diikuti oleh banyak pihak
seperti: ‘alim ulama, pengasuh ponpes dan melibatémaga ahli yang satu sinergis dengan NU.
Sementara Konferensi Besar (Konbes) lebih teraratia ppelaksanaan keputusan-keputusan
muktamar dan mengkaji perkembangan NU dan peramadnynasyarakat. Dengan kata lain,
Konbes merupakan forum evaluasi kinerja tanfid2\h selama kepemimpinan yang berjalan.
Selengkapnya baca tulisan Mamang Haerudin dalam



65

Cirebon Jawa Barat menghasilkan puluhan rumusamrhulRumusan hukum
tentang hukuman mati bagi koruptor dirumuskan dasatang komisi A, yaitu
Komisi Bahtsul Masail Diniyah Wagqi'iyyalKomisi ini fokus mengkaji masalah-
masalah kejadian nyata, laiknya suap politik beokedakat, syariat Islam
mengenai kekayaan negara, dana talangan haji, pgvaarkarakter, dan lainnya.

Secara keseluruhan, dalam munas dan konbes mekghastmpat
rekomendasi utama yang kemudian disampaikan kepewfeerintah. Salah satu
rekomendasi berkaitan dengan penanggulangan korupasia ulama NU
menganggap penanganan korupsi belum berjalan delogian terutama pihak
kepolisian dan kejaksaan yang tidak menunjukkarrkesan menangani kasus-
kasus korupsi. Untuk meningkatkan kinerjanya, kepaégara atau presiden
diminta untuk turun tangan membantu penuntasanskkstupsi. Presiden juga
harus bertindak tegas terhadap aparat pemeriniamgnberada dibawahnya yang
terlibat masalah korupsi.

Para ulama merekomendasikan agar Presiden menggukaelwenangannya
secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upayayp&yanggulangan korupsi
dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya teladgan aparat pemerintahan
yang terlibat korupsi. Selain itu, masyarakat dggkontribusi aktif dalam upaya
meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sao&sil terhadap koruptor,
sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga pégicegahan bagi tindakan

korupsi berikutny&’

kompasiana.com/post/sejarah/2012/09/11/munas-dabelsanu-2012-merayakan-keragaman/
disalin pada tanggal 28 April 2013

%9 Lihat www.nu.or.id atau voa.islam.com/news/indéara/2012/09/18/20681/munas-dan-
konbes-nu-di-cirebon-hasilkan-4-rekomendasi/ dispéida tanggal 28 April 2013
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Dalam rumusan hukum KomisBahtsul Masail Diniyah Wagi'iyyah,
hukuman mati terhadap koruptor diperbolehkan detelpengadilan
mempertimbangkan bentuk pelanggarannya, dan mefah#@pan sanksi yang
harus dijalaninya. Jika koruptor tidak jera denfarbagai hukuman, maka boleh
diterapkan hukuman mafi.

Penerapan hukuman mati bagi koruptor karena kotepsiasuk kejahatan
yang berakses banyak banyak masyarakat umum. Hukoma# adalah langkah
yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana geifd Ulama NU
menekankan pertimbangan pada efek jeranya. Mesgkiubepara ulama sangat
berhati-hati dalam menghukum mati bagi seseoranguiman mati harus ditolak
sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelamggang dilakukan.

Para Ulama mengambil dasar dari al-Quran dan sa@liasar al-Qur'an

yakni surat al-Maidah ayat 33, berbunyi:

3358 5155 25V G Ogeng A3 A1 O3E a3l s L
GURIESNR \}Mj\um}u,”“/(;@rc“ai 313l
sl Saie 51 3 2 g ERGoR

"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang mengeratiah dan

Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalaimdh atau disalib,
atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silatag diasingkan dari
tempat kediamannya. Yang demikian itu dilakukarinkeim bagi mereka di
dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh adzagy pesar.”?

% Rumusan komisi bahtsul masail al-Diniyah al-Wagiih dalam Musyawarah Nasional
Alim Ulama dan Konferensi Besar di Pondok KempeHKidanan Cirebon, 14-18 September
2012, him. 11

3L |bid.

%2 Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'aAl-Quran dan TerjemahnyaSurabaya: Depag,
2006, him 151
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Sementara dasar hukum dari hadits diambilkan debbetapa hadits nabi
yang dipercaya. Ada lima hadits yang diambil, shadits riwayatkan Imam
Bukhori, dua hadits Imam Muslim dan satu haditswdiyatkan oleh Imam al-

Tirmidzi.

MiU‘LA“LS"Mu"\ JL""‘"‘JGC‘SY‘ ‘\.A.l.«dduﬂb“f
?&M@&b\mww 5.@5@.1)\&»3./9{;.1;/
(4o Al 4G 5,02 3,200) VJM mm&p@u@y@\

Syl ol

“Diceritakandari ‘iyas bin Salmah bin akwalari ayahnya: telah datang
mata-mata (intelijen) dari orang musyrik, sementiiabi Muhmamad SAW
berada dalam perjalanan, lalu mata-mata itu duduldekat para sahabat
nabi sambil bercakap-cakap, kemudian mata-mata menghilang.
Kemudian nabi berkata kepada sahabat: carilah (Hejg mata-mata itu
dan bunuhlah. Kemudian saya membunuh mata-matadé&no, merampas
hartanya,”HR Bukhori®

\;\) HM £le Al le.p w\ Ju - JG ng.,\.;-\ Janle d\ e
s ol (Wi 5;\1‘ \juu et &4

“Diceritakan dari Abu Said al-Khudriy berkata: bahwa Nabi Muhammad

SAW bersabda: Jika dua pemimpin (khalifah) teldfa@it, maka bunuhlah
salah satu diantara keduanyaHfR Muslint*

(,_(u )J @;/mmymu SR | B

(,_Q;Le \gwwds‘;»b’)&&e@b
e olgy (35156

33Cek dalam Imam Bukhar§hahih BukhariBeirut: Maktabah At-Tsagafi, 11/249, hal. 161
3 Lihat Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisuri, Shahih MuslimBeirut: Dar
al-Kutub al-limiyah, 1992, hadist nomor 3444
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"Diceritakan dari Arfajah. berkata: saya telah meshar Rasullah SAW
bersabda: barangsiapa mendatangi kalian, semensaraua urusan kalian
berada di tangan satu orang seorang pemimpin, kémudia hendak
menggugat kedudukan pemimpin kalian atau hendak ecam belah
masyarakat (umat), maka bunuhlah orang terseb#tR Muslint®

Blas oot o) 206 olos sl 4l o o3 22 S f 20

s St 108 JBy s dagd oy, (K2 JBE & 4l

" Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW bedsbjiwa

seorang orang mu’min berkaitan dengan hutangnyagds hutang tersebut

dibayar atau dilunasi,”HR al-Tirmidzi dan dia berkata bahawa hadis ini

baik >

Hadits di atas menjadi dasar hukuman mati bagigoruBahtsul masail
NU yakni dalam bidangliniyyah wagi’iyyahmengambil hadits tersebut lantaran
dinilai mempunyai relevansi dengan kondisi sekaranig Hadist tersebut
memberikan gambaran bahwa Nabi menyuruh para saiyabmembunuh mati
seorang mata-mata. Selain itu, Nabi juga memetkamhagar orang yang
memecah belah umat juga dibolehkan untuk dihukumn ma

Kebolehan hukuman mati akan lebih tampak kelihadasarnya dalam
beberapa penjelasan dalam kitab kuning yang dgadikasar pengambilan
kebijakan. Komisidiniyyah wagi’iyyahyang menjadi tim pengkaji dalam munas
dan konbes NU mengambil tiga kitab klasik, yakmakiBugyah al-Mutassyidin
Takmilah al-Mgmu’ ala Syas al-Ma/zab dan kitabl’anatut Talibm. Ketiga kitab

ini membincangkan soal dasar kebolehan hukuman mati

%5 |bid., Hadist Nomor 1852
38 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmu&ipan al-TurmudzBeirut: Dar al-
Fikr, tt, Il hadis nomor 389
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Kitab Bugyah al-Mutarsyidin memberikan keterangan bahwa
diperbolehkan membunuh pegawai negara yang melakdkalak korupsi.
Kebolehan tersebut dipersamakan dengan tindakamg-am@ang yang berbuat
kerusakan. Dijelaskan dalam perbuatan korupsi d&k@gori ini menimbulkan
dampak atau bahaya yang lebih besar daripada &ndakang-orang yang
merusak fasig).

Imam al-Asnawi berpendapat bahwa menghukum matigeoaang korupsi
laiknya orang yang pemungut cukai, memungut pajalt indakan buruk lainnya
diperbolehkan. Bahkan, membunuh orang-orang tetsebiperbolehkan
menggunakan racun atau sejenisnya yang ditujukanragsyarakat secara umum
terselamatkan dari perbuatan buruknya.

Kebolehan hukum mati juga disamakan dengiaabah dalam hal menjaga
diri. Seseorang diperkenankan membunuh orang-oseamy berbuat dhalim,
ketika dirinya terancam akibat perbuatan jahatiyangan kata lain, diri kita
diperkenankan membunuh penjahat atau perampok gkag merampok harta
kekayaan meski hanya satu dirham. Tindakan membarauty tersebut dinilai al-

Asnawi lebih utama.
B30 JBE 5 3l o 3 il Eoutdl J6 A
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"Manfaat: al-Muhib At-Thabari dalam kitabnya aI—Tqah berkata. boleh
menghukum mati pegawai negara yang melakukan kedwmalterhadpa
rakyatnya karena diibaratkan dengan perbuatan tergeng banyaknya ada
lima, karena bahaya pegawai negara lebih besar i gmda perbuatan
tercela itu. Dan Asnawi yang menukil dari Imam AdbdBalam

mengatakaran: bagi orang yang mampu membunuh ogzim  dan

sesamanya yakni para pejabat negara yang dzolinerdgdehkan untuk
membunuhnya dengan barang seperti racun supaya steaberselamatkan
dari kedzaliman. Karena apabila menolak perampoklawpun hanya
mempertahankan satu dirham saja diperbolehkan Hingigngan cara
membunuh dengan syarat-syarat yang ditentukan, medéebih itu

perbuatan orang dholim yang disengaja.”

Sementara dalam kibakakmilah al-Mgmu’ ala Syah al-Mahzab dijelaskan
bahwa makna katal-qarlu merupakan salah satu kategori hukuman ta’zir yang
paling berat. Jenis hukuman ini bisa dilakukan gabaembalasan atas tindakan
kriminal  berat sekaligus mempunyai dampak (bahayahpg besar bagi
kemashlahatan umum. Kebolehan membunuh dalam kategozir ini
diperbolehkan sebagai dasar pembalasan terhad#gk thkriminal yang berusaha
meluluhlantakkan jaminan kehidupan masyarakat Ringgengacaukan sistem
kehidupan manusia. Tindak korupsi yang dikategsiksa demikian boleh saja
dihukum mati laiknya dasar di atas karena telahgaeaukan sistem kehidupan
manusia dan merobohkan jaminan kehidupan masyarakat

Penjelasan kitab tersebut juga mengambil pendagratkdlangan madzhab

Hanafiah dengan kebolehan menghukum (menta’ziryaeicara membunuh orang

37 Selengkapnya lihat kitaBugyah al-Mutasrsyidin: Takhlis Faiwa bad al-Aimmah min
al-Ulama al-Mutaakhkhiin ma’a dham fawid jimmah min kutub syatta lil ulagil muktahidin,
Karya Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Urdaz 1, him. 250
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yang tindakan buruknya tidak bisa dihilangkan, ledicdengan cara membunuhnya.
Pendapat Hanafiah dinisbatkan pada orang yangarekeali melakukan penipuan
(korupsi) untuk mengambil harta. Kebolehan membujuga dibebankan pada
orang yang menyuap hakim dalam penanganan masalairukan (kerusakan),
penganiayaan, pencurian atau tindakan lainnya yaempunyai dampak buruk
terhadap masyarakat.

Keterangan dari Imam Malik dan sebagian penglkuetm Ahmad juga
membolehkan hukuman mati dalam katogori ta’zir. ékar mencontohkan
kebolehan membunuh mata-mata Muslim ketika memdagaa kemashlatan
menuntut untuk itu. Sementara di kalangan penglkyafiiyah terjadi terjadi
perbedaan keterangan. Pengikut Syafi'i yang tidamperbolehkan membunuh
mengambil dasar dari Imam al-Ghazali dalam kitabayé/ajiz Pengikut Syafi'i
kelompok ini menegaskan sangat tidak memperboletikdeuman mati meski
ta’zir didasarkan untuk menciptakan kepentinganmmu

Ibnu Qayim yang mengutip pendapat sebagian pengiadzhab Syafi'i
mengatakan bahwa boleh membunuh orang-orang yangefnar bid’'ah, seperti
penyerangan, penolakan terhadap takdir tuhan. Réndielompok ini juga

menyiratkan kebolehan mengkukum mati dalam katdgtair.
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“Kata (al-Qatlu atau pembunuhan) adalah salah satu darie@arisasi
hukuman ta’zir yang tingkatnya paling berat. Hukumtu dijadikan ajang
pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukanny@ingga
menyebabkan kerusakan bagi kemaslahatan umum dakumiamn
pembunuhan bisa juga diterapkan bagi siapa saja gydmerusaha
merobohkan jaminan kehidupan masyarakat hingga sadrusistem
kehidupan manusia. Terhadap dalil ini, Imam Harladérpendapat boleh
hukum ta’zir dengan cara membunuh (hukum mati) ls@georang yang
berulangkali sudah melakukan kerusakan dan tidak eara lain kecuali
dengan membunuhnya, seperti halnya seseorang yastglahgkali
melakukan penipuan untuk mengambil harta (korugisiy contoh lainnya,
dan hal seperti itu juga berlaku bagi para penyu@akim untuk
memperjualbelikan perkara (keburukan), penganiayapencurian atau
tindakan buruk lainnya yang bisa menimbulkan efelirub bagi
keberlangsungan hidup manusia. Dan diriwayatkani dlmam Malik dan
sebagian pengikut Imam Ahmad memperbolehkan hukumain melalui
hukum ta’zir, sepertihalnya dalam pembunuhan tedpadeorang jika
memang kemaslahatan publik menuntut untuk itu. Snse pendapat
kalangan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat, salatu shantara pengikut
Syafi'iah adalah Imam al-Ghazali yang berpendapaladh kitab al-Wajiz.
Al-Ghozali berpendapat tidak diperbolehkan untuk ngleikum mati
melalui jalan ta’zir, dan kepentingan umum tidak@menggugurkan atau
dilakukan dengan cara membunuh seseorang. Sebalikmgndapat Ibu
Qayim yang mengutip sebagian pendapat di mazhab fi'iSya
memperbolehkan menghukum mati bagi orang yang rhanyleid'ah,
laiknya penyerangan, penolakan, pengingkaran paaledit Allah. Dan

% Selengkapnya Lihat dalam kitabekmilah al-Mgmu’ ala Syah al-Mahzab, juz 26,
Maktabah Salafiahhlm. 241-242.
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kedua pendapat ini juga diamini oleh sebagian begangikut mazhab
syafi'i yang memperbolehkan hukuman mati melalajaa’zir.”

Dalam kitabl’anatut 7alibin, turut menjelaskan definisi katava la bimili
masilih” dihubungkan dengan katadiwu hasr.” Kata tersebut mengandung arti
bahwa hukum memotong tangan tidak boleh diberlakikaena mencuri harta
publik, yang kemudian dialokasikan untuk kemashkmaumat Islam laiknya
membangun masjid dan membangun jalan. Dengan kata mencuri untuk
kepentingan umat tidak boleh dipotong tangan. Seéamenpenjelasan kata
“kabaitul n@l” tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lain, ainga dari orang-
orang yang memiliki bagian pastavil qurba) maka boleh dipotong tangannya.
Orang Islam yang mencuri dabaitul mal di mana orang tersebut sudah
mempunyai bagian tersendiri kemudian mencuri, m&kaboleh dipotong
tanggannya karena untuk menghilangkan kesyubh&tanentara itu, orang Islam
yang mencuri di baitul mal, di mana orang tersebemiliki hak atas barang yang
dicuri atau harta yang tidak dipisahkan darinya,kan@rang tersebut tidak

dipotong tangannya, meski dalam keadaan kaya.
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“Kata ‘wa la bimali masalih® merujuk pada kata ‘nabwvhasr’, dengan
artian tidak diperkenankan memotong tangan oranggyanencuri harta
dimana ia mencuri untuk kemaslahatan orang-orarigntsseperti untuk
membangun masjid, menutup jalan bagi musuh, ataotobo lainnya.
Pengertian kata ‘kabaitii mal’ diartikan tidak bisalilepaskan dari
keterangan sebelumnyldamun, kata itu mempunyai makna lain, yakni bagi
siapa saja yang memiliki bagian (modal) pasti dalbaitul mal, ia tidak
boleh dipotong tangannya. Dan hal itu tertuang dalkitab “Minhaj” dan
dalam kitab syarah sebelumnya: dan barangsiapa gikaseorang muslim
yang sedang mencuri harta di baitul mal tidak dipmehkan memotong
tangan jika orang muslim tersebut mempunyai hakmgamun tidak bagi
orang muslim yang haknya sebelumnya sudah diriaoiun tetap mencuri
ia boleh dipotong tangan untuk menghilangkan keatdyh Dan juga tidak
boleh dihukum potong tangan jika orang itu mempurak yang sah
dalam baitul mal, meski orang itu kategori orang/éaKata ’'lianna lahu’
yakni untuk pencuri yang mempunyai hak (saham) ndalzitul mal.
Ungkapan ini menjadi alasan hukum tidak diperboseirkya menghukum
potong tangan bagi orang yang mempunyai hak atasulbanal. Kata
‘lianna dzalika seterusnya’ juga merujuk pada alagaikum yang tersebut
sebelumnya, yakni bagi orang yang memiliki hak @hogang sah meski
orang itu adalah kaya, orang tersebut terkadangabrmentasyarufkan
hartanya untuk kemanfaatan lain. Kata ‘fayantafiihib yakni dengan
kemaslahatan untuk bisa membangun masjid, dan lganpandidika islam
lain laiknya pondok pesantren, sekolah, yayasan aanti asuhan.”

Dengan demikian, hukuman mati bagi koruptor dalammusan bahtsul
masail NU bidangvaqi’'iyyahdiperbolehkan sepanjang koruptor tidak jera dengan
hukuman yang ada serta pengadilan mempertimbandiesalahan yang
diperbuatnya. Kebolehan itu, karena korupsi teri&sjahatan yang mempunyai
dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia, dara @lim ulama

menekankan pada aspek hukuman agar menjerakan.n&omuptor tidak bisa

%9 Lihat Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dithyd Bakri, I'anatut 7alibin,
Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, tt. Juz 4, him 276
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dikenakan hukuman tersebut jika masih terdapat gkara dalam memutus

perkaranya.



